Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDRA ZEGITA ARISTIANTO

Bin ZEGI SUGIANTO.

2. Tempat lahir : Salatiga.

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1982.

4. Jenis kelamin . Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal . JI. Kantilsari Karangduwet, Rt 010/002,
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan
Tingkir, Kota Salatiga.

7. Agama . Islam.

8. Pekerjaan : Buruh Swasta.

9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan
tanggal 21 November 2022.
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Novvember 2022 sampai dengan tanggal 10
Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai
dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2
Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari
2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Januari
2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15

Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
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7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14

April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya yaitu: DION S.
MARHAENDRA,SH., MH., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum.
Koalisi LSM & Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, berkantor di Jl.
Wonodri Kopen Timur Il No. 4, Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan
Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal .............. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 15
Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 16
Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, sesuai surat tuntutan No. Reg.

Perkara : PDS-03/M.3.42/Ft.1/12/2022 tanggal 3 Maret 2023, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI
SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan
Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor
: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Rl Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55
ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO
Bin ZEGI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan
denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga)
bulan kurungan.
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3. Menghukum Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI
SUGIANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 509.314.307,00
(Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh
Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti
tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana
penjara selama 3 (tiga) tahun.

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. | Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor
1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir
dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016

2. | Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011

tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 /
HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014

3. | Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 /
HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal
21 Maret 2016

4. | Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor
0605/HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016

5. | Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan

struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa

6. | SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha
Produktif ( KUP)
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7. | Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus
Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat

8. | Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang
Buku Pedoman Perusahan Kredit Korporasi

9. | Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang
Buku Pedoman Perusahan Kredit Komersial

10. | Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang
Buku Pedoman Perusahan Kredit Ritel

11. | Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang

Buku Pedoman Perusahan Kredit Konsumer

12. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama
HASTANTI NURYANI

13. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri
Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten

Semarang

14. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa

Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

15. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011

Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

16. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama TRl GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen
Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen

Kabupaten Semarang

17. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002

Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

18. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013
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Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

19. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan
Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

20. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan
Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

21. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan

Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

22. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati
Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten

Semarang

23. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003

Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

24. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa

Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

25. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003
Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten

Semarang

26. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan
Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

27. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012
Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

28. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank
Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002

Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
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29. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa

Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

30. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto N0.83 Rt.001
Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

31. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002
Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten

Semarang

32. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa
Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

33. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa

Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

34. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa

Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

35. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa

Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

36. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002

Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

37. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama MIDAH Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa

Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

38. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003
Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

39. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003

Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

40. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
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Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004
Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten

Semarang

41. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003

Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

42. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa

Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

43. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004

Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

44. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012

Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

45. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005

Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

46. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004
Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten

Semarang

47. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa

Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

48. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002
Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

49. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003

Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

50. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013
Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

51. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
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Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009

Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

52. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002
Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

53. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02

Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

54. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

55. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01

Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

56. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002

Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

57. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003

Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

58. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006
Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

59. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan

Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

60. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville 1l No.
9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang

61. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan

Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

62. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa
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Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

63. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12

Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

64. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa

Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

65. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001

Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

66. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng
Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet
Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten
Semarang

67. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa
Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

68. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003

Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

69. | 1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng
Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

70. | 1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas
Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11

Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang

71. | 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem
Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September
2017

72. | 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal
17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank

Jateng

73. | 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April
2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN
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sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode
28 April 2015 s/d 22 Juni 2017

74. | 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni
2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN

sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang

Koordinator Semarang

75. | 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018
tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS
YULIANTO bin SUMANAN

76. | Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang

Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;

77. | Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013
tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 /
HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman
Perusahaan ( BPP ) Perkreditan;

78. | Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011
tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang

Pembantu;

79. | 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfiati
tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah).

80. | 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,-

(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

81. | 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah
tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah).

82. |1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,-

(empat juta lima ratus ribu rupiah).

83. |1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
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Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah).

84. | 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu
Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,-
(seratus dua puluh enam juta rupiah).

85. |1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah).

86. | 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,-
(tujuh puluh juta rupiah).

87. | 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto
tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus

lima puluh tiga juta rupiah).

88. | 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus
Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,-

(seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
untuk dipergunakan dalam Penyidikan perkara lain.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan nota pembelaan Terdakwa secara lisan pada
tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya Terdakwa minta maaf, menyesali
perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai
tanggungan keluarga.

Setelah mendengar peldoi / nota pembelaan Penasehat Hukum tanggal
17 Maret 2023, yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Maret 2023 yang
pada pokoknya, mohon agar putusan yang seringan-ringannya dan seadil-
adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
selama mengikuti persidangan bersifat koperatif, sopan dan menghormati
setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.

2. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi.
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3. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
masih memilik masa depan untuk keluarganya dan terdakwa juga masih
bisa disadarkan.

4. Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
menjadi tulang punggung keluarganya dan masih memiliki tanggungan anak
dan isteri yang masih memerlukan terdakwa sebagai sosok kepala rumah
tangga.

Setelah mendengar replik / tanggapan Penuntut Umum secara lisan
terhadap pembelaan penasehat hukum, yang pada pokoknya tetap pada
tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh penasehat hukum
terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada
nota pembelaan / pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDS - 03/
M.3.42/Ft.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang dibacakan dipersidangan

pada tanggal 23 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO
(Terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN
(Terpidana dalam berkas terpisah ) pada kurun waktu diantara Hari Kamis
Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017,
atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal
01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak
pidana korupsi, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut

serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada
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hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan
keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut:

e Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT.Bank
BPD Jateng yang berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada
tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI
ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH) Yang selanjutnya berdasarkan keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun
1999 Tanggal 11 Mei 1999 yang telah memberikan pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan

e Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan
ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
:C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri:

1) Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus
milyar rupiah ) terbagi atas 193.047 ( seratus Sembilan puluh tiga ribu
empat puluh tujuh ) lembar saham Seri A, Dan 506.953 ( Lima ratus
enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga ) lembar saham Seri B, dengan
masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah).

2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga
puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat Il Propinsi
Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat
puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,-
(seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).

e Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan
modal dari 36 ( tiga puluh enam ) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah
Tingkat 1l Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus
Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).

e Bahwa selanjutnya terdapat perubahan Data perseroan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang disingkat PT. BANK JATENG
pada Data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-
0112918 Tanggal 28 Desember 2016.

¢ Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank
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Pembangunan Daerah Jawa Tengah / PT. BANK JATENG pada tahun 2016

khususnya kegiatan Memberikan Kredit diterbitkan Surat Keputusan Direksi

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011

Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang

dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkereditan :

» Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan
dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat

» Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional
perkreditan

» Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam
kegiatan perkreditan.

e Bahwa didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011
tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit
adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
» Cerukan (overdraft) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
» Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
» Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

e Bahwa pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016
sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank
Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan
Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa RENDRA
ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bekerja sebagai buruh tidak
memiliki kewenangan dalam memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat
bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO
(terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin
SUMANAN (terpidana dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai
Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor :
0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS
YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu

tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan
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diantaranya Sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng
Cabang Pembantu Ambarawa yang telah memberikan persetujuannya
didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25
(KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d
tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng
N0.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin
Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan dan Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:
0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman
Kebijakan Perkreditan.

e Bahwa saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO yang sebelumnya
memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara
dan Customer Service pada PT. TASPEN (Persero) bertemu dan berkenalan
dengan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang pada saat itu sedang
menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
Sehingga dari Perkenalan tersebut saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti
HARTONO mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan
hingga akhirnya atas permohonan Kredit jenis Personal Loan Atas Nama
HASTANTI NURAYNI WIKANTA tersebut diberikan persetujuan oleh AGUS
YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut sering
terjalin komunikasi antara Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO
dikarenakan juga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengalami
kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap
kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin
SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng
Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara
menyuruh Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO untuk membantu
meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencarikan pihak-pihak / orang orang
yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha
Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa. Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO
mendapatkan penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN terkait
persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan didalam permohonan kredit
yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor:
0078/HT.01.01/2016 Tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit
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Mitra Jateng) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0226 /
HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sehingga Hastanti
Nurayni Wikanta Binti HARTONO dapat menjelaskan dan membantu didalam
kelengkapan data-data yang juga dapat disusulkan dikarenakan dari hasil
realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debitur nya diajukan dan
ditemani Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO akan dapat dipergunakan
untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama
Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan
lainnya.

e Bahwa selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan
Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berhasil
mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dengan AGUS
YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN yang memiliki kewenangan
sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa. Adapun nama-nama Debitur tersebut dibawah ini:
> SITI MAHMUDAH

Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan bantuan dari
RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bertemu dan
berhubungan dengan SITI MAHMUDAH yang berkeinginan untuk
mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank
Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya Hastanti Nurayni
Wikanta Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO bertemu dengan SITI MAHMUDAH untuk segera
mempersiapkan persyaratan-persyaratan permohonan kredit yang
nantinya apabila sudah lengkap akan diantar bersama-sama dengan
terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk
bertemu secara langsung kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN
supaya segera diberikan persetujuan. Hingga akhirnya permohonan
Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan
pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi
dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS
YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit
pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XI11/2016
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Tanggal 22 Desember 2016. bahwa selanjutnya Debitur atas nama SITI
MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak
sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni
Wikanta Binti HARTONO ikut hadir sedangkan terdakwa RENDRA
ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berada diluar Kantor Bank
Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
» MUTROFI

pada mulanya Mutrofi memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR
YAS di Ambarawa kemudian Mutrofi berjumpa dengan terdakwa
RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang menawarkan
kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
tetapi Mutrofi tidak bersedia hingga akhirnya terdakwa RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni
Wikanta Binti HARTONO berhasil meyakinkan Mutrofi yang mana
kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp.
10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) akan dibantu oleh terdakwa
RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan
Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima
juta rupiah ) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan
dipergunakan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif pada
Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi
menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dari
RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan
Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO kemudian Mutrofi tambah
sendiri Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk melunasi sehingga
Sertifikat Hak Milik bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa
selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 Mutrofi
menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada
terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO disalah
satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah
di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas £ 900 M2
saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di
Salatiga. Selanjutnya terhadap nominal pengajuannya yang disampaikan
oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO
sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan yang membawa
langsung pengajuan kreditnya adalah  Hastanti Nurayni Wikanta Binti
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HARTONO bersama-sama dengan terdakwa RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO ke Kantor Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa dikarenakan sudah mengenal dekat Pimpinan
Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS
YULIANTO Bin SUMANAN. Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di
Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi
petugas survey yang mengaku dari Bank Jateng Cabang Pembantu
Ambarawa tetapi didampingi oleh terdakwa RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO.
Selanjutnya sekira setelah 2 (dua) minggu pengajuan permohonan,
Mutrofi diberitahu oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin
ZEGI SUGIANTO pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng
Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin
SUMANAN sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor
Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan langsung dikasih Buku
Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya Mutrofi belum
pernah memilikinya dan membuatnya kemudian Mutrofi diminta untuk
menghadap seorang pegawai perempuan yang Mutrofi lupa namanya
dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima
juta rupiah ) selanjutnya Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar
itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh terdakwa RENDRA
ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan HASTATNTI NURAYNI
WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan hanya diberikan uang
pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah )
sedangkan nominal uang sisa sebesar Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh
juta rupiah ) dari total uang sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua
puluh lima juta rupiah ) tersebut dibawa terdakwa RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti
HARTONO sedangkan uang nominal lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (
seratus lima puluh juta rupiah ) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng
Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN
dikarenakan disampaikan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari
Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
> SITI FITRIYANTI

Saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengajukan
Permohonan Kredit Usaha Produktif Fiktif atas Nama SITI FITRIANI

dikarenakan telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN
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berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa
Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan luas 646
M? Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari
SITI FITRIANI dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi
Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan
identitas suami Sah SITI FITRIANI tetapi foto yang tertempel dan tanda
tangannya bukan wajah dan milik dari Suami sah Siti Fitriani. Terhadap
permohonan Kredit Usaha Produktif atas nama SITI FITRIANI tersebut
tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan
sesuai dengan ketentuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku
Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa Sehingga Hastanti Nurayni Wikanta Binti
HARTONO bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN
menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

- Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan
saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama-sama dengan saksi
AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu
Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal
28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN
sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28
April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai
Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan
Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 Tentang Wewenang
Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah melakukan realisasi
Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif ( KUP ) pada
Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai dengan
pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan
ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29
September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan
Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

e Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
— Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara
obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan

dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa,

Halaman 19 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:

a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;

b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;

c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan  kredit dan
pengawasan kredit.

— Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian
dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan
usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja
debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek

(Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas AGUS YULIANTO Bin
SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan
terhadap Debitur-Debitur diantaranya FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH,
MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya
manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan
orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan
persetujuan yang dilakukan bersama terdakwa RENDRA ZEGITA
ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti
HARTONO

- Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan
saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO melakukan perbuatan-
perbuatan tersebut ingin mendapatkan keuntungan nominal.
Yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bertindak sebagai Pimpinan
Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam menyediakan
beberapa Fasilitas jenis kredit berpedoman diantaranya terdiri :

» KREDIT USAHA PRODUKTIF yang berdasarkan Surat Keptusan Direksi
Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015.

» KREDIT MITRA JATENG 25 yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016.

- Bahwa sebagaimana didalam ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Direksi
Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur
mengenai:

1) Plafond Kredit sebagai berikut:
a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai
perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha,

kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan
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Repayment Capacity
b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal
sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah )
2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha
Produktif ( KUP ) bank yang berlaku
3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
a. Biaya propisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan
asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif
(KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman
kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga
minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan
Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 ( KMJ 25 ) maupun Kredit Usaha
Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang
dipersyaratkan untuk dapat disetujui oleh Calon Debitur sesuai dengan
Ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015
Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagai berikut :
1) Debitur yang dapat diberikan kredit adalah Debitur yang berstatus
sebagai Badan Usaha dan Perorangan
2) Memiliki rekening tabungan atau giro untuk mendukung aktifitas
usahanya dan mendukung pembayaran kewajiban / angsuran atas
kreditnya.
3) Tidak tergolong kredit bermasalah yang dibuktikan dengan Informasi
Debitur Individual (IDI) Bank Indonesia
4) Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis
dan persyaratan sebagai berikut :
e Perorangan
Fotocopy KTP suami istri
Pas foto pemohon dan suami/istri
Fotocpy Kartu Keluarga ( KK ) dan Copy surat nikah

A 0N PRE

Surat keterangan usaha dari kelurahan / desa / RT / RW / Dinas

terkait
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5. Untuk plafond Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ), debitur
wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
6. Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta
rupiah ) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur
memenuhi salah satu kriteria berikut :
a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/
Desa/Kecamatan/Dinas terkait
b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat permaslaahan legalitas usaha, maka debitur bersedia
mengajukan penerbitan SIUP ke dinas terkait sesuai dengan
Peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Untuk Plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
debitur wajib menyerahkan :
a. Fotocopy Surat ljin Usaha Perdagangan ( SIUP ) dan Fotocopy
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) atau
b. Surat ljin Penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari
pengelola tempat usaha ( Dinas pasar, Otoritas pengelola
gedung )
e Badan Usaha atau Badan Hukum
1) Untuk badan usaha menyerahkan fotocopy akte pendirian
dan/atau akte perubahan dan untuk badan hukum wajib disahkan
oleh Kemenkumham
2) Fotocopy KTP Pengurus
3) Pas foto Pengurus
4) Fotocopy Surat ljin Usaha Perdagangan ( SIUP ) dan Fotocopy
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
6) Pengurus sedang tidak tercatat dalam daftar hitam atau daftar
kredit macet Bank Indonesia.

- Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor :
0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif ( KUP ) mengatur
mengenai persyaratan lainnya dalam Hal Berkas Analisa Kredit Wajib
dilengkapi :

a. Laporan keuangan sesuai dengan yang diperyaratkan oleh Bank
b. Copy Salinan Statement / Rekening koran 3 ( tiga ) bulan terakhir untuk
plafond diatas Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) apabila ada.

c. Untuk KUP Investasi :
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1) Rencana anggaran dan Biaya ( RAB ) Proyek

2) Time Schedule Proyek

3) Foto Lokasi Proyek

4) Denah Lokasi Proyek

5) Wajib menyediakan dan sendiri / self financing minimal sebesar 20 %
dari nilai proyek

6) Menyerahkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan BPP
Perkreditan yang berlaku

7) Wajib menggunakan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan
BPP Perkreditan yang berlaku.

- Selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Nomor :
0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif ( KUP ) diatur
mengenai :

1) Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil atau dibawah tangan

2) Bagi debitur Badan Hukum dan Badan Usaha, maka pengurus atau pihak
yang berhak melakukan penandatanganan sesuai Anggaran
Dasar/Rumah Tangga (AD/ART) wajib hadir dan menandatangani
perjanjian kredit

3) Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta istri/suami yang
sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan
penandatanganan perjanjian kredit

4) Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani
Perjanjian Kredit

- Selanjutnya didalam mekanisme/tata cara pencairan kredit Usaha Produktif
sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Surat Keputusan Direksi Nomor:
0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif ( KUP ) yaitu :

1) Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada pasal 8 dan pasal 12 dipenuhi secara lengkap dan benar,
Bank dapat mencairkan Kredit Usaha Produktif ( KUP ) ke rekening
debitur di Bank.

2) Mekanisme pencairan kredit :

a. Bentuk kredit Aflopend penarikannya secara sekaligus / bertahap sesuai
kebutuhan debitur

b. Bentuk kredit Stanby Loan penarikannya dilakukan dengan syarat
debitur wajib menyerahkan :
1. Surat permohonan penarikan kredit

2. Melampirkan bukti rencana penggunaan/underlying transaction
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seperti LC / SKBDN / Purchase Order / bukti lainnya yang disahkan
oleh Bank

3. Melampirkan jadual pengembalian pinjaman berdasarkan rencana
pembayaran tagihan piutang /Proceed/TT bukti lainnya yang
disahkan oleh bank.

c. Bentuk kredit rekening koran penarikannya menggunakan cek/bilyet
giro/pemindahbukuan

d. Khusus untuk penggunaan investasi, debitur wajib menyerahkan
rencana penarikan kredit berdasarkan tanggal dan nominal penarikan
dan jadual pengembalian / angsuran kredit sesuai cashflow debitur.

- Bahwa selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan
persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap para Debitur
diantaranya SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang dalam
tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima
pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal
pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama
terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan
Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO tidak sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin
Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab Il Pasal
2 tentang kewajiban,

Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

¢ Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :

Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib,
cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam
lingkungan masyarakat.

e Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.

— Huruf d : “Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat merugikan Bank”,

— Huruf e. : “Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam
Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik
langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan
ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29
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September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan
Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

e Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :

— Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara
obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan
dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa,
pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:

a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;

b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;

c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan  kredit dan
pengawasan kredit.

— Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian
dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan
usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja
debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek
(Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk

Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. Menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya dibidang
perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian
serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.

2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan,
Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan
intern Bank.

3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit
sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang
akan timbul dari pemberian kredit.

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik,

diantaranya sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan
peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.

2. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak

memperhitungkan kualitas pemberian kredit.
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3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi,
keluarga dan atau pihak lainnya.

d. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian
kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang hamanya tercantum
dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng ‘tetap melarang”
pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum
dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtip dan kredit proyek *.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha
Produktif :

a. Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi “On The Spot (OTS) adalah kegiatan
verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh
Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan
hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk
membiayai pekerjaan/proyek tersebut’.

b. Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi “Bagi calon debitur wajib mengajukan
permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”

c. Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi “Untuk debitur perorangan, debitur
wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang
undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro
Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 “Ketentuan Kredit
Mitra Jateng25”, yaitu:

(). Sasaran kredit adalah:

a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima
fasilitas dari Bank (debitur baru).

b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan
pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum
bankable.

¢. Radius Usaha brlokasi £ 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari
titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.

d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.

(2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
(3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing
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dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan
angsuran (repayment capacity).

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan
yang Merugikan Bank, huruf (1) “Secara sengaja tidak melakukan SOP
yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan
tidak efektif”.

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan
dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :

“Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan
memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI
SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Bin HARTONO yang membantu
didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan
atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif
pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun
2017 atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama
dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pemimpin
Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 /
HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS
YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang
Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 ) dan sesuai
dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang
didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor
0605/HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi
Bagi Pejabat yang telah melakukan beberapa tindakan diluar ketentuan
diatas dalam hal proses Permohonan kredit, proses Analisa Kredit, proses
administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit telah memperkaya
orang lain dan dirinya sendiri yaitu terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO
Bin ZEGI SUGIANTO sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara (PKKN) atas Perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam
penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa Nomor
10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan tersangka
RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO, dengan Methode
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